RINCIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

JENIS PROSEDUR
PERIZINAN LAMA
NO DAN DASAR HUKUM PERSYARATAN SICANTIK 0SS PROSES BIAYA PRODUK
NONPERIZINAN
1 2 | 3 4 5 6 7 8
7. | SEKTOR PERKEBUNAN
1. Izin 1. Undang-Undang Persyaratan Pembuatan Izin: Proses NIB 1 (satu) tanpa |1. NIB
Diversifikasi Nomor 39 Tahun 2014 | Pemenuhan 1. Pemohon hari biaya |2. Surat
Usaha tentang Perkebunan; Komitmen: menyampaikan kerja Keterangan
. Undang-Undang 1. NIB; syarat permohonan Diversifikasi
Nomor 23 Tahun 2014 | 2. Izin izin; Usaha
tentang Pemerintahan Lingkungan; 2. FO/BO melakukan Perkebunan
Daerah  sebagaimana | 3. Rencana kerja evaluasi atas Efektif
telah diubah beberapa tentang Notifikasi
kali terakhir dengan diversifikasi permohonan yang 3 (tiga)
Undang-Undang usaha; masuk; hari Selama tidak
Nomor 9 Tahun 2015 | 4. Surat 3. FO/BO melakukan kerja ada
tentang Perubahan dukungan validasi perubahan
Kedua atas Undang- Kepala Dinas KSWP/KSWPD dan jumlah luas
Undang Nomor 23 yang kepesertaan BPJS lahan dan
Tahun 2014 tentang membidangi (kesehatan dan perubahan
Pemerintahan  Derah perkebunan; ketenagakerjaan); 1 (satu) lainnya.
(Lembaran Negara | S. Surat 4. Jika  persyaratan hari
Republik Indonesia dukungan tidak lengkap FO kerja
Tahun 2015 Nomor 58, diversifikasi akan
Tambahan Lembaran usaha dari memberitahukan
Negara Republik Instansi terkait; kepada pemohon
Indonesia Nomor dan melalui email; dan
5679); 6. Hasil Penilaian |5. Jika lengkap FO
. Peraturan Pemerintah Usaha akan
Nomor 5 Tahun 2021 Perkebunan. Mengeluarkan Catatan:
tentang tanda terima Dinas Teknis
Penyelenggaraan permohonan. (Dinas
Perizinan Berusaha Perkebunan)
Berbasis Risiko; melakukan
4. Peraturan Presiden pemeriksaan
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Nomor 97 Tahun 2014

tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

. Peraturan Menteri
Pertanian Nomor
98 /Permentan/OT.
140/ 9/2013 tentang
Pedoman Perizinan
Usaha Perkebunan
sebagaimana telah
diubah beberapa kali
terakhir dengan
Peraturan Menteri
Pertanian Nomor
29 /Permentan/KB.410
/5/2016;

. Peraturan Menteri
Pertanian Nomor

26/Permentan/ HK.
140/4/2015 tentang
Syarat, Tata Cara dan
Standar  Operasional
Prosedur Pemberian
Rekomendasi  Teknis
Izin Usaha di Bidang

Pertanian dalam
rangka Penanaman
modal; dan

. Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 15
Tahun 2021 tentang

Standar Kegiatan
Usaha dan Standar
Produk Pada

Peyelenggaraan

Proses Rekomendasi

Teknis:

1. Tim Teknis
mendownload
persyaratan;

2. Tim Teknis
DPMPTSP bersama
Tim Teknis
melakukan survei
lapangan (jika

diperlukan) untuk
validasi

permohonan;

3. Tim Teknis
membuat
rekomendasi
Teknis dalam
bentuk Berita
Acara; dan

4. Tim teknis

memasukkan data
melalui aplikasi.

Notifikasi Perizinan:

1. FO/BO menerima
dan memeriksa
kelengkapan
dokumen
rekomendasi
Teknis dalam
bentuk Berita
Acara;

2. BO menyetujui
atau menolak
berdasarkan
rekomendasi
Teknis dalam

30 (tiga
puluh)
hari
kerja

3 (tiga)
hari
kerja

pemenuhan
kewajiban
melalui
mekanisme
pengawasan
(post-audit)
dan penilaian
usaha
perkebunan
sesuai aturan
yang berlaku
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Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.

bentuk Berita
Acara;

. Jika rekomendasi
ditolak, BO
membuat surat
penolakan ke
Pemohon, dan
disampaikan
melalui email serta
mengajukan

penghapusan ke
Tim IT DPMPTSP;

. Jika rekomendasi

diterima, Kasi
melakukan
verifikasi;

. Kabid melakukan

penetapan/
penolakan izin;

. BO mencetak izin

atau membuat
surat penolakan;

. Kepala DPMPTSP

menyetujui atau
penolakan izin dan
menyampaikan
dokumen ke FO
Informasi melalui
email; dan

. FO Informasi

menyampaikan
dokumen izin ke
Pemohon melalui
email.
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